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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Alat bukti pada tingkat penyidikan adalah menggunakan alat bukti
berupa keterangan saksi, keterangan saksi diperoleh dari saksi korban dan
saksi-saksi, surat berupa surat Visum Et Repertum dari RSUD Wates,
keterangan tersangka, keterangan tersangka diperoleh dari para tersangka yaitu
AS, TS, WN dan HS yang menerangan bahwa para tersangka mengakui telah
melakukan pencabulan atau pertubuhan dengan korban dan alat bukti yang
tidak dipergunakan dalam tingkat penyidikan ini, alat bukti berupa keterangan
ahli dan petunjuk. Penyidik tidak mendatangkan ahli, melainkan penyidik
mendatangkan penerjemah bahasa isyarat agar mudah berkomunikasi dengan
korban. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. SARAN

Seharusnya pemerintah lebih mengapresiasi pada para tenaga
penerjenah dengan cara memberikan lowongan pekerjaan bagi para
penerjemaah dengan mewajibkan setiap kepolisan memliki penerjemah sehigga
keterbatasan penejemah itu tidak mengahambat kepolisan untuk melakukan
penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas agar lebih berkomunikasi
dengan baik. Seharusnya pemerintah setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak

Penyandang Disabilitas mengeluarkan peraturan perundangan-undangan yang

79



80

lebih khusus untuk melindungi penyandang disabilitas terutama bagi anak
penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan, dengan maksud
memberikan hukuman yang seberat-berat mungkin kepada tersangka yang
dengan tega mempersetubuhi anak khususanya anak penyandang disabilitas.
Pihak kepolisian sebiaknya mengikuti pelatihan bahasa isyarat agar pihak
kepolisian siap untuk menghadapi atau menangani kasus penyandang

diasbilitas.
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